1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Partisipasi Politik

Hak untuk berpartisipasi dalam hal pembuatan keputusan politik di abad ke 14
telah dibatasi hanya untuk sekelompok kecil orang yang berkuasa, kaya dan
keturunan orang terpandang. Kecenderungan ke arah partisipasi rakyat yang
lebih luas dalam politik bermula pada masa renaisance dan reformasi abad ke
15 sampal abad 17 dan abad 18 dan 19. Tetapi cara-cara bagaimana berbagai
golongan masyarakat (pedagang, tukang, orang-orang profesional, buruh kota,
wiraswasta industri, petani desa dan sebagainya), menuntut hak mereka untuk
berpartisipasi lebih luas dalam pembuatan keputusan politik sangat berbeda di

berbagai negara.

Menurut MacAndrew seperti dikutip olen Mas’oed (2001:40-50), ada
kemungkinan dalam menganalisa partisipasi politik dari segi organisas
kolektif yang berlainan untuk digunakan dalam menyelenggarakan partisipasi
dan biasanya yang menjadi landasan yang lazim adalah :

a. Kelas yang menyangkut perorangan dengan status sosial, pendapatan
pekerjaan yang sama

b. Kelompok merupakan perorangan yang meliputi ras, agama, bahasa,
atau etnisitas yang sama

c. Golongan, dengan perorangan yang akan dipersatukan oleh interaksi yang
akan terus menerus atau intens dan salah satu manivestasinya adalah
pengel ompokan patron- klien. Pembentukan pemerintah yang didasarkan
pada partai politik seringkali menciptakan harapan yang tersebar luas
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bahwa orang dalam menjalankan kekuasaan politik bukan karena

kelahiran melainkan berkat kemahiran politik ada beberapafaktor yang

dapat memengaruhi seseorang ataupun masyarakat dalam mengambil
keputusan dalam pemilihan umum yang mempengaruhi partisipasi politik
yaitu :

1) Pendidikan, pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan
pengetahuan umum seseorang termasuk didalamnya dengan
peningkatan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap
persoa an yang menyangkut kegiatan mencapai tujuan. Olah karena itu
pendidikan tinggi dapat memberikan informasi tentang politik dan
persoaan-persoalan politik dapat juga dengan mengembangkan
kecakapan dalam menganalisa menciptakan minat dan kemampuan
dalam berpolitik.

2) Perbedaan jenis kelamin, perbedaan jenis kelamin dan status sosia
ekonomi juga dengan mempengaruhi keaktifan seseorang dalam
berpartisipasi politik, bahwa kemaguan sosial ekonomi suatu negara
dapat mendorong tingginya tingkat partisipasi rakyat. Partisipas itu
juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat,
sehingga apa yang dilakukan oleh rakyat dalam partisipasi politiknya
dengan menunjukan dergjat kepentingan mereka.

3) Aktifitas kampanye, pada umumnya kampanye-kampanye politik
hanya dapat mencapai pengikut setigp partai, dengan memperkuat
komitmen mereka untuk memberikan suara. Dengan demikian yang
menjadi persoalan dalam kaitannya dengan tingkatdan bentuk
partisipasi politik masyarakat adalah terletak dalam kedudukan
partisipas tersebut.

Mengambil bagian dalam sebuah aktivitas dapat mengandung pengertian ikut
serta tanpa ikut menentukan bagaimana pelaksanaan aktivitas tersebut tetapi
dapat juga berarti ikut serta dalam menentukan jalannya aktivitas tersebut,
dalam artian ikut menentukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas tersebut.
Syarat utama warga negara disebut berpartisipas dalam kegiatan berbangsa,
bernegara, dan berpemerintahan yaitu: ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan),
ada keterlibatan secara emosional, dan memperoleh manfaat secara langsung
maupun tidak langsung dari keterlibatannya. Berikut ini adalah beberapa
defenisi partisipasi politik menurut para ahli juga disertai indikator-indikator

partisipasi politik yang disajikan berupatabel 3
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Tabel. 3
Definis Partisipas Politik Menurut Para Ahli
Sarjana Definisi Indikator
Samuel P. Huntington & Partisipasi politik... kegiatan - Berupakegiatan bukan
Joan M. Nelson (1984:5) warga preman (private citizen) sikap- sikap dan
yang bertujuan mempengaruhi kepercayaan
pengambilan kebijakan oleh - Memiliki tujuan
pemerintah. mempengaruhi
kebijakan publik

- Dilakukan warga
negara preman (biasa)

Michael Rush & Philip
Althoff (2003: 23)

Partisipasi politik adalah
keterlibatan individu sampai
macam-macam tingkatan di
dalam sistem politik

Berwujud keterlibatan
individu dalam sistem
politik

Memiliki tingkatan-
tingkatan partisipasi

Herbert Mc Closky (dalam
Miriam, 2008: 183-184)

Partisipasi politik adalah
kegiatan-kegiatan sukarela
(voluntary) dari warga
masyarakat melalui cara
mereka mengambil bagian
dalam proses pemilihan
penguasa, dan secara langsung
atau tidak langsung, dalam
proses pembuatan atau
pembentukan kebijakan
umum.

- Warga Negaraterlibat
dalam proses -proses
politik

Miriam Budiarjo (2008:
183)

Partisipasi politik adalah
kegiatan seseorang atau
kelompok orang untuk ikut
serta secara aktif dalam
kehidupan politik, yakni
dengan cara memilih pimpinan
Negara dan, secaralangsung
atau tidak langsung,
mempengaruhi kebijakan
pemerintah (public policy)

Berupa kegiatan
individu atau kelompok
Bertujuan ikut serta
secara aktif dalam
kehidupan politik,
memilih pimpinan
publik atau
mempengaruhi
kebijakan publik.

Ramlan Surbakti (2006:
140-141)

Partisipasi politik ialah
keikutsertaan warga Negara
biasa dalam menentukan

segal a keputusan menyangkut
atau mempengaruhi hidupnya.
........ sesuai dengan istilah
partisipasi, (politik) berarti
keikutsertaan warga negara
biasa (yang tidak mempunyai
kewenangan) dalam
mempengaruhi proses
pembuatan dan pelaksanaan
keputusan politik.

- Kelkutsertaan warga
Negaradalam
pembuatan dan

pel aksanaan kebijakan
publik

Dilakukan oleh warga
Negara biasa.

Sumber : A.A. Said Gatara, dan Mohd. Dzulkiah Said, M.Si, 2007 dalam buku Sosiologi
Politik (Konsep dan dinamika perkembangan kajian)
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Berdasarkan pendapat para ahli pada tabel 4 dapat disimpulkan bahwa
partisipasi politik adalah suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan peran
serta masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk
memengaruhi  kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan
masyarakat. Setigp pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
penyelenggaranya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah
sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah BAB 1V bagian kedelapan pasal 57 (1,2) (2004:52)
yang berbunyi: “Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bertanggung
jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam melaksanakan
tugasnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah, menyampaikan laporan
penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan Kepala Daerah
dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil bahwa pemilihan Kepala Daerah benar-benar bersifat
murni dan konsekuen dimana setiap pasangan calon tersebut digjukan oleh
partai politik. Harapan positif dari partai politik adalah optimalisasi fungsi dan
peran partai politik itu sendiri dalam membawa masyarakat menuju ke arah
yang lebih baik dan sgjahtera serta demokratis. Pemilihan Kepala Daerah
secara langsung dipilih oleh masyarakat memberikan corak atau warna
tersendiri  terhadap pemerintahan yang akan terbentuk, apalagi

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
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Pemerintahan Daerah pasal 139, dimana dijelaskan bahwa masyarakat
mempunyai  kewenangan untuk memilih  Gubernur/Wakil ~ Gubernur,

Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan pranata terpenting dalam tiap Negara
demokrasi, terlebih lagi bagi Negara yang berbentuk republik seperti
Indonesia, Pemilihan Kepala Daerah juga merupakan salah satu sarana
pendidikan politik bagi masyarakat yang bersifat langsung dan terbuka
Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai
demokrasi.
1. Definisi Partisipasi Politik
Hierarki partisipasi politik tersebut berlaku di berbagai tipe sistem poalitik,
tetapi arti masing-masing tingkat tersebut bisa berbeda dari sistem yang
satu ke sistem politik yang lain. Selain itu, Rush dan Althoff (2003:112)
juga mengingatkan bahwa partisipas pada suatu tingkatan tidak
merupakan prasyarat bagi partisipasi pada tingkatan yang lebih tinggi.
Untuk menganalisis tingkatan-tingkatan yang berpartisipasi politik,
Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1990:17) mengajukan dua
Kriteria penjelas.
1. Dilihat dari dua lingkup atau proporsi dari satu kategori warga
sg?ﬁ[jl yang melibatkan diri dalam kegiatan—kegiatan partisipasi

2. Intensitas, ukuran, jangka waktu, dan arti penting dari kegiatan
khusus itu bagi sistem politik.

Hubungan antara kedua kriteria ini cenderung diwujudkan dalam
hubungan “berbanding terbalik”. Lingkup partisipasi politik yang besar

biasanya terjadi dalam intensitas yang kecil atau yang rendah, misalnya
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partisipasi dalam pemilihan umum. Sebaliknya, jika lingkup partisipasi
politik rendah atau kecil, intensitasnya semakin tinggi, misalnya kegiatan
para aktivis parpol, pegabat parpol, kelompok penekan. Jadi, terjadi
hubungan, “semakin luas ruang lingkup partisipasi politik, semakin rendah
atau kecil intensitasnya. Sebaliknya, semakin kecil ruang lingkup

partisipasi politik, maka intensitasnya semakin tinggi.”

Studi voting yang mendalam di beberapa Negara memberikan bukti yang
kuat untuk mendukung satu jgjaran luas dari hipotesa-hipotesa. Lebih
khusus mengenal asosiasi antara status sosio-ekonomis dengan tingkah
laku elektoral yang telah didokumentasikan secara luas dan banyak sekali
perhatian telah dicurahkan pada individu yang menyimpang dari norma
votting kelas. Studi ini mengemukakan, bahwa perilaku politik seseorang
itu ditentukan oleh interaksi dari sikap sosial dan sikap politik individu

yang mendasar.

Asosiasi antara berbagal karakteristik pribadi dan sosial seseorang (seperti
status sosio-ekonomis) dan tingkah laku politik adalah hasil dari motivasi
sadar atau tidak sadar, atau kombinas dari keduanya. Betapapun juga
asosias ini tidak menygikan penjelasan, juga tidak meletakkan suatu
hubungan sebab-akibat, walaupun asosiasi |ebih rendah berasosiasi dengan
partai Kiri, dan golongan yang berstatus lebih tinggi berasosiasi dengan

partai kanan, tidaklah mengherankan.

Individu memperoleh orientasi politik dan pola tingkah-laku politiknya

melalui proses sosialisas politik, dan pengalamannya mengenai gejaa
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sosia dan politik melalui berbagai tingkatan dan tipe partisipasi politik
(atau melalui ketidakikutsertaanya dalam partisipasi sedemikian itu),
merupakan bagian dari proses sosidisas yang berkesinambungan, serta
merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi partisipasinya di
kemudian hari. Selanjutnya, individu itu jelas tidak dihadapkan pada gejala
sosial dan politik yang tidak berubah, karena peristiwa tadi mengalami
perubahan dalam hal permasalahan personal dan waktu sampa pada

keunikan dari suatu peristiwa politik tertentu.

Faktor utama yang mendorong seseorang untuk berpartisipas dalam
kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Orang yang bersangkutan pun
akan menjadi apatis, hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki
kemapanan ekonomi. Sejumlah penelitian menemukan bahwa individu
yang mempunyai tingkat pendidikan, pendapatan dan pekerjaan yang lebih
bergengs umumnya lebih berpartisipasi dibanding individu yang tidak
berpendidikan, berpenghasilan rendah dan pekerja kasar. Ketiga
komponen di atas terangkum dalam variabel status sosia ekonomi.
Kesimpulannya, status sosial ekonomi.mempengaruhi partisipasi politik
secara positif. Beberapa studi juga menemukan bahwa masing-masing
komponen status sosial ekonomi merupakan variabel independent yang

mempengaruhi partisipasi politik secara berbeda.

Pendidikan adalah variabel terpenting yang mempengaruhi partisipasi
politik, dua individu yang mempunyal tingkat pendapatan sama memiliki

tingkat partisipasi yang berbeda jika tingkat pendidikannya berbeda
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Didalam suatu masyarakat, tingkat partisipasi politik cenderung bervariasi
dengan status sosio ekonomi. Mereka yang berpendidikan lebih tinggi,
berpenghasilan lebih besar dan mempunyal status pekerjaan yang lebih
tinggi biasanya lebih partisipatif dari pada mereka yang miskin, tak
berpendidikan dan memiliki pekerjaan status rendah. Orang-orang yang
berstatus lebih tinggi khususnya yang berpendidikan lebih tinggi, lebih
besar kemungkinannya untuk merasa bahwa adalah kewagjiban seorang

warga Negara untuk berpartisipasi dalam politik.

Dikemukakan pertama, untuk memberikan suara diperlukan waktu dan
upaya, dan orang-orang yang berpendidikan lebih baik kurang berminat
untuk menyediakan waktu dan upaya itu, dibandingkan dengan orang-
orang yang berpendidikan rendah, yang mungkin menganggap hari
pemungutan suara itu sebagal hari pesta. Kedua, tekanan-tekanan
kelompok, penyuapan-penyuapan dapat menghasilkan banyak partisipasi
yang dimobilisasikan di dalam kegiatan-kegiatan pemilihan oleh mereka
yang kurang berpendidikan, sementara efeknya tidak sama terhadap

mereka yang berpendidikan lebih baik.

Berdasarkan pilkada yang telah dilaksanaakan di Lampung, ada beberapa
faktor yang dapat membuat partai atau koalisi partai memenangi pemilihan
Kepala Daerah. Pertama, faktor partai dan koalisi partai yang mengusung
calon Kepala Daerah (image dan track record). Dengan melihat bahwa
komposis atau koalis partai pengusung calon memang merupakan partai -

partai yang pada pemilu terdahulu menunjukkan keunggulannya dalam
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perolehan suara. Partai-partai tersebut biasanya juga merupakan partai
besar yang sudah “dikenal” masyarakat. Kedua, faktor figur calon Kepala
Daerah yang diusung partai (figuritas calon). Calon Kepala Daerah yang
sudah lebih dulu dikenal oleh masyarakat (pemilih) dinilai mampu
mendongkrak kemenangan partai dan pasangan calon dalam pilkada.
Faktor ketokohan calon, track record calon dalam dunia politik, dan

popularitas calon di mata masyarakat sangat menentukan.

Ketiga, bergeraknya mesin partai politik. Partai politik yang mempunyai
struktur dari tingkat Kabupaten sampai tingkat Desa yang dapat bergerak
untuk memenangkan calonnya dalam pilkada juga turut menjadi faktor
penentu kemenangan. Mesin politik yang digerakkan secara terorganisir
dan tim kampanye yang solid terbukti mampu mendongkrak perolehan
suara untuk memenangkan pilkada. Untuk mempelgari apa yang menjadi
keinginan dari masyarakat, maka ada suatu langkah yang harus
diperhatikan, yaitu faktor internal masyarakat yang meliputi kultur budaya
dan tingkat intelektualitas yang kesemuanya akan memberikan rasionalitas
strategi mobilisasi dalam upaya pewacanaan politik kepada masyarakat

|uas.

Ketakutan akan demokrasi, khususnya pemilu, maka kita dapat melihat
melalui sgauh manakah pemerintahan sebelumnya mengakomodir
segenap aspirasi dari masyarakat. Ketika publik menganggap ada semacam
kegagalan strategi yang berujung pada kekecewaan publik, maka dapat

dipastikan masyarakat akan melakukan penolakan secara parsia atas
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kebijakan tersebut. Upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik jika

sudah terjadi kekecewaan tidaklah mudah.

Mas’oed dan MacAndrews (2000:225), membedakan partisipasi politik

atas dua bentuk:

a. Partisipas politik konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik
yang normal dalam demokrasi modern.

b. Partisipasi politik nonkonvensional, yaitu suatu bentuk partisipas
politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal bahkan dapat

berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Menurut Jack Plano (2000:161) voting behavior atau perilaku memilih
adalah: “Salah satu bentuk perilaku politik yang terbuka.” Sedangkan
menurut Haryanto (2006:26), voting adalah kegiatan warga Negara yang
mempunyai hak untuk memilih dan di daftar sebagai seorang pemilih,

memberikan suaranya untuk memilih atau menentukan wakil-wakilnya.

Pemberian suara kepada salah satu kontestan merupakan suatu
kepercayaan untuk membawa aspirasi pribadi, baik jangka pendek maupun
jangka panjang. Kepercayaan yang diberikan, juga karena adanya
kesesuaian nilai yang dimiliki arah tempat memberikan suara. Nilai yang
dimaksud di sini adalah preferensi yang dimiliki organisasi terhadap
tujuan tertentu atau cara tertentu melaksanakan sesuatu, jadi kepercayaan
pemberi suara akan ada jika seseorang telah memahami makna nilai yang

dimiliki dalam rangka mencapai tujuan.
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Perilaku memilih atau voting behavior dalam pemilu adalah respons

psikologis dan emosional yang diwujudkan dalam bentuk tindakan politik

mendukung suatu partai politik atau kandidat dengan cara mencoblos surat

suara. Menurut J. Kristiadi (1996:59) penelitian mengenal voting behavior

dalam pemilu pada dasarnya mempergunakan beberapa mazhab yang telah

berkembang selamaini yakni:

a. Pendekatan Sosiologis
Mazhab sosiologis pada awanya berasal dari Eropa yang kemudian
berkembang di Amerika Serikat, yang pertamakali dikembangkan oleh
Biro Penergpan Ilmu Sosia Universitas Colombia (Colombia’'s
University Bureau of Applied Social Science), sehingga lebih di kenal
dengan kelompok Colombia. Kelompok ini melakukan penelitian
mengenai The People’s Choice pada tahun 1948 dan voting pada tahun
1952. Di dalam 2 karya tersebut terungkap perilaku memilih seseorang
dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti sosia ekonomi,
dfilias etnis, tradis keluarga, keanggotaan terhadap organisasi, usia,
jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain.

b. Pendekatan Psikologis
Mazhab ini pertama kali dipergunakan oleh Pusat Penelitian dan
Survey Universitas Michigan (University of Michigan's Survey
Research Centre) sehingga kelompok ini dikenal dengan sebutan
kelompok Michigan. Hasil penelitian kelompok ini yang dikenal luas

adalah The Voter s Decide (1954) dan The American Voter (1960).
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Pendekatan mazhab psikologis ini menekankan kepada 3 aspek
variabel psikologis sebagal telah utamanya yakni, ikatan emosional
pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu yang berkembang dan
orientasi terhadap kandidiat. Inti dari mazhab ini adalah identifikasi
seseorang terhadap partai tertentu yang kemudian akan mempengaruhi
sikap orang tersebut terhadap para calon dan isu-isu politik yang
berkembang. Kekuatan dan arah identifikasi kepartaian adalah kunci

dalam menjelaskan sikap dan perilaku pemilih.

Campbell (1960) menjelaskan proses terbentuknya perilaku pemilih
dengan istilah Funnel of Causality. Pengandaian itu dimaksudkan
untuk menjelaskan fenomena voting yang di dalam model terletak
paling atas dari funnel (Cerobong). Digambarkan bahwa di dalam
cerobong terdapat as (axis) yang mewakili dimensi waktu. Keadian-
kgadian yang saling berhubungan satu sama lain bergerak dalam
dimensi waktu tertentu mulai dari mulut sampa ujung cerobong.
Mulut cerobong adalah latar belakang sosia (ras, agama, etnik,
daerah), status sosia (pendidikan, pekerjaan, kelas) dan watak orang
tua. Semua unsur tadi mempengaruhi identifikasi kepartaian seseorang
yang merupakan bagian berikutnya dari proses tersebut. Pada tahap
berikutnya, identifikasi kepartaian akan mempengaruhi penilaian

terhadap para kandidat dan isu-isu politik.

Sedangkan proses yang paling dekat dengan perilaku pemilih adalah

kampanye sebelum pemilu maupun kejadian-kegjadian yang diberitakan
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oleh media massa. Masing-masing unsur dalam proses tersebut akan
mempengaruhi perilaku pemilih, meskipun titik berat studi kelompok
Michigan adalah identifikasi kepartaian dan isu-isu politik para calon,

dan bukan latar belakang sosial atau budayanya.

Pendekatan Ekonomi

Pendekatan ini lahir sebaga bentuk ketidakpuasan terhadap
pendekatan sosiologis dan psikologis. Pemikiran baru ini
mempergunakan pendekatan ekonomi yang sering pula disebut sebagai
pendekatan rasional. Tokoh dalam pendekatan ini antara lain Downs
dengan karyanya An Economic Theory of Democracy (1957) dan Riker
& Ordeshook, yang dituangkan dalam tulisan berjudul A Theory of the
Calculus Voting, (1962). Para penganut diran ini  mencoba
memberikan penjelasan bahwa perilaku pemilih terhadap partai politik
tertentu berdasarkan perhitungan, tentang apa yang diperoleh bila
seseorang menentukan pilihannya, baik terhadap calon Presiden

maupun anggota parlemen.

2. Bentuk-bentuk Partisipas Politik

Rush dan Althoff (2002:122) mengidentifikasikan bentuk-bentuk

partisipasi politik sebagai berikut:

a

b.

o

Menduduki jabatan politik atau administratif
Mencari jabatan politik atau administratif
Keanggotaan aktif suatu organisasi politik

K eanggotaan pasif suatu organisasi politik



e. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (quasi politikal)

f. Partisipas dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya

g. Partisipas dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik
h. Voting (pemberian suara)

i. Apaty total

Menurut Mas’oed dan MacAndrews (2000:225) adalah peran serta atau

partisipasi politik masyarakat secara umum dapat kita kategorikan dalam

bentuk-bentuk berikut :

a. Electrolaral activity, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara

langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan. Termasuk

dalam kategori ini adalah ikut serta dadlam memberikan sumbangan

untuk kampanye, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye, ikut

mengambil bagian dalam kampanye atau rally politik sebuah partai,

mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih sebuah partai atau

caon pemimpin, memberikan suara dalam pemilihan, mengawas

pemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan

dan lain-lainnya.

b. Lobbying, yaitu tindakan dari seseorang atau sekelompok orang untuk

menghubungi pegabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan

untuk mempengaruhinya menyangkut masal ah tertentu.

c. Organizational activity, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam

organisasi sosial dan politik, apakah ia sebagai pemimpin, aktivis, atau

sebagal anggota biasa.
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d. Contacting, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan
secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan
secara individu maupun kelompok orang yang kecil jumlahnya.
Biasanya, dengan bentuk partisipasi seperti ini akan mendatangkan
manfaat bagi yang orang yang melakukannya.

e. Violance, yaitu dengan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi
pemerintah, vyaitu dengan cara kekerasan, pengacauan dan

pengrusakan.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Menurut Surbakti (2006:144) faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi

yang otonom adalah :

a. Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai
warga negara ha ini menyangkut minat dan perhatian seseorang
terhadap lingkungan dan politik tempat ia hidup. Hal ini menyangkut
pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan
menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan
masyarakat tempat dia hidup.

b. Kepercayaan terhadap pemerintah yaitu penilaian seseorang terhadap
pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat
atau tidak. Apabila pemerintah sebelumnya dianggap tidak dapat
mengakomodir aspirasi masyarakat, maka pada pemilihan politik

selanjutnya akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat.
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Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilukada Adapun
tahapan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
yaitu :

a. Tahapan Persigpan

b. Tahapan Pelaksanaan

c. Tahapan Penyelesaian

. Partisipas Politik Ditinjau Dari Perspektif Teori Pertukaran George
Homans

Teori pertukaran sosia dilandasakan pada prinsip transaksi ekonomis yang
elementer, orang menyediakan barang atau jasa yang diinginkan. Ahli teori
pertukaran ini memiliki asumsi sederhana bahwa interaksi sosial itu mirip
dengan transaksi ekonomi, akan tetapi mereka mengakui bahwa pertukaran
sosial tidak selalu dapat diukur dengan nilai uang, sebab dalam berbagai

transaks sosia dipertukarkan juga hal-hal yang nyata dan tidak nyata.

Homans (2007:118) tertumpu pada asums bahwa orang terlibat dalam

perilaku untuk memperoleh ganjaran dan menghindari hukuman. Proses

pertukaran dapat dijelaskan lewat lima pernyataan proposional yang saling
berhubungan dan berasal dari psikologi ini sebagai berikut :

a. Proposis sukses. Daam tindakan, semakin sering suatu tindakan
tertentu memperoleh ganjaran, semakin banyak tindakannya semakin
banyak pula ganjarannya. Dalam proposisi ini menurut Homans, bahwa
bilamana seseorang berhasil memperoleh ganjaran (menghindari

hukuman) maka akan cenderung untuk mengulangi tindakan tersebut.
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Hal yang ditetapkan Homans (2007:118) mengenai proposisi sukses :

1) Semakin sering hadiah diterima menyebabkan semakin sering
tindakan dilakukan, akan tetapi ha ini tidak dapat berlangsung
tanpa batas.

2) Semakin pendek jarak waktu antara perilaku dan hadiah, maka
semakin besar kemungkinan orang mengulangi perilaku. Pemberian
hadiah secara intermitten lebih besar kemungkinannya
menimbulkan perulangan perilaku ketimbang menimbulkan hadiah
yang teratur.

. Proposis pendorong: Bila dalam keadian di masa lalu dorongan

tertentu atau sekumpulan dorongan telah menyebabkan tindakan orang

diberi hadiah, maka semakin serupa dorongan kini dengan dorongan di

masa lalu, dan dengan demikian semakin besar kemungkinan orang

melakukan tindakan serupa.

Proposisi nilai: Semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka semakin

senang seseorang melakukan tindakan itu. Proposisi ini khusus

berhubungan dengan ganjaran atau hukuman yang merupakan hasil
suatu tindakan.

. Proposis deprivasi-satiasi: Semakin besar keuntungan yang diterima

seseorang sebagal hasil tindakannya, maka semakin besar kemungkinan

iamelaksanakan tindakan itu.

Proposisi persetujuan-agresi: Bila tindakan seseorang tidak memiliki

sebuah ganjaran yang diharapkannya, atau menerima hukuman yang

tidak diharapkan, maka dia akan marah, dia menjadi sangat cenderung
mel akukan perilaku agresif, dan hasil perilaku lebih bernilai baginya.

. Proposisi rasiondlitas:. Dalam memilih di antara berbagai tindakan

alternatif, seseorang akan memilih satu diantaranya, yang dia anggap
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saat itu memiliki value (V), sebagai hasil, dikalikan dengan probabilitas
(P), untuk mendapatkan hasil yang lebih besar.

5. Partisipas Politik Ditinjau Dari Perspektif Teori Pertukaran Peter
Blau

Peter Blau (1987:260), memusatkan perhatian pada proses pertukaran yang
menurutnya mengatur kebanyakan perilaku manusia dan melandasi
hubungan antar individu maupun antar kelompok. Blau membayangkan
empat langkah berurutan, mulai dari pertukaran antara pribadi ke struktur
sosia hingga ke perubahan sosid

a. Langkah pertama idah transaksi-transaks pertukaran antar pribadi
akan menghasilkan suatu reward (penghargaan) atau ketidakpuasan.
Misalnya seorang mahasiswa baru jurusan lImu Pemerintahan ketika
memasuki lingkungan kampus merasa bahwa ia harus mentaati aturan
yang diberlakukan

b. Langkah kedua adalah diferensiasi status dan kekuasaan sebagai akibat
oleh apa yang dihasilkan pada langkah pertama. Maksudnya, traksaksi
pertukaran yang mengasilkan dua kemungkinan di atas, akan
menimbulkan diferensiasi status dan kekuasaan diantara individu.

c. Langkah ketiga Blau adalah legitimasi dan organisasi sebagai akibat
dari langkah sebelumnya dan akan mendorong langkah berikutnya.
Status dan kekuasaan yang secara otomatis terbentuk, menunjukkan
adanya legitimasi dan organisasi yang formal. Konsekuens perbedaan
status dan kekuasaan akan menampakkan adanya legitimasi dan

organisasi , dimana posisi individu yang terlibat akan harus mengakui
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keberadaan pemimpin dalam kelompok yang menjadi bagian dan ciri
utama dalam organisasi.

d. Langkah terakhir adalah adanya perlawanan dan perubahan. Pada
tataran ini, Blau melangkah ke level masyarakat dan mendefensiasikan
ke dalam dua tipe organisasi sosial. Tipe pertama, organisasi sosial
terbentuk dari proses pertukaran dan persaingan. Tipe kedua,
organisas sosiad dibangun secara bertahap secara ekplisit untuk
mencapal tujuan-tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dari langkah
keempat Blau ini, menunjukkan bahwa Blau telah melaumpaui
penjelasan teori pertukaran Homan yang hanya pada bentuk-bentuk
elementer perilaku sosid sga Lau dia menambahkan bahwa
kepemimpinan dan kelompok-kelompok oposisi ditemukan di dalam
kedua tipe organisasi. Pada tipe pertama, kedua kelompok muncul dari
interaks sosid. Dan di dalam tipe kedua, kepemimpinan dan

kelompok oposisi dibangun ke dalam struktur organisasi.

B. Tinjauan Tentang Kampanye Pilkada

Kampanye lebih merupakan suatu gang manuver politik untuk menarik
sebanyak mungkin pemilih dalam pemilu sehingga bisa meraih kekuasaan.
Untuk itu segala cara mungkin dipakai, diantaranyajanji-janji yang muluk dan
acapkali tidak masuk akal. Kampanye kerap kali sekadar basa-basi politik.
Rakyat secara umum bersifat apatis atau yang penting aman. Kampanye yang
merupakan bagian dari marketing politik pun dirasa perlu oleh partai-partai

politik menjelang pemilu. Setelah pemilu selesai dan kekuasaan diperoleh,
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mereka melupakan segala janji yang penting sudah berkuasa, lalu bertindak

semau mereka sendiri.

Ketidakpercayaan terhadap partai politik semakin kental. Sikap apatis tadi
semakin pekat. Orang semakin tak percaya pada politik, sehingga banyak
kalangan skeptik yang cukup kritis akhirnya mengambil sikap golput. Menurut
masyarakat kelas bawah politik tidak ubahnya pertempuran elite masyarakat
dan tidak merubah apapun kondis yang ada. Pemilu disosialisasikan dengan
perebutan dan pembagian kekuasaan ketimbang proses diaogis antara

kandidat dan pemilih.

Kampanye sebagai suatu proses “jangka pendek”, dimana semakin kuat
anggapan tentang tidak relevannya intensitas para kandidat dalam
memperkenalkan ide dan gagasan politik yang dimaksudkan untuk sekedar
menarik perhatian serta dukungan masyarakat. Masyarakat tidak hanya
menilai kandidat dari janji dan harapan yang diberikan selama periode
kampanye pendek sga Cara masyarakat mengevaluas kandidat juga
dipengaruhi oleh kredibilitas dan reputasi politiknya dimasa lalu. Setiap
keputusan dan perilaku politik akan terekam dalam memori kolektif
masyarakat dan inilah yang membentuk perseps masyarakat mengenai
kualitas kandidat. Setiap janji dan harapan yang disampaikan selama periode
kampanye akan dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan, apakah

terdapat kesesuaian atau tidak.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, kampanye politik selama ini

hanya dilihat sebagai suatu proses interaksi intensif dari partai politik kepada
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publik dalam kurun waktu tertentu menjelang pemilu. Dalam defenisi ini,
kampanye politik adalah periode yang diberikan oleh panitia pemilu kepada
semua kontestan, baik partai politik atau perorangan, untuk memaparkan
program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi
masyarakat agar memberikaan suara kepada mereka sewaktu pencoblosan.
Kampanye dalam kaitan ini dilihat sebagai suatu aktivitas pengumpulaan
massa, parade, oras politik, pemasangaan atribut partai (misalnya umbul-
umbul, poster, spanduk) dan pengiklanan partai. Periode waktu sudah

ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Kampanye jangka pendek ini dicirikan dengan tingginya biaya yang harus
dikeluarkan oleh masing-masing kontestan, ketidakpastian hasil dan
pengerahan semua bentuk usaha untuk menggiring pemilih ke bilik-bilik
pencoblosan serta memberikan suara kepada mereka. Banyak kalangan yang
hanya mengartikan kampanye politik sebagai kampanye pemilu. Pemahaman
sempit tentang kampanye politik ini membuat semua partai politik dan
kontestan individu memfokuskan diri pada kampanye pemilu belaka (dimana
rentang waktunya sangat terbatas). Semua usaha, pendanaan, perhatian dan
energi dipusatkan untuk mempengaruhi dan memobilisasi pemilih menjelang

pemilu. Setelah pemilu usai, aktivitas politik dilupakan.

Para kandidat hanya melihat bahwa aktivitas politik adalah aktivitas untuk
mencoblos, lalu terjadi pengabaian terhadap keberpihakan serta semangat
daam membantu permasalahan Bangsa dan Negara pasca pemilu. Padahd

masyarakat dalam mengevaluasi kualitas kandidat juga melihat apa sgja yang
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dilakukan dimasa lalu. Pengamatan masyarakat tercurah pada semua aktivitas
partai dan kandidat individu, bukannya dipusatkan pada kampanye pemilu
sgja. Mdihat kampanye pemilu sebagai kampanye politik sangat tidak sesuai

dengan apa yang diharapkan masyarakat pada umumnya.

Terdapat ketidaksepakatan tentang pengaruh kampanye pemilu terhadap
perilaku poncoblosan (Voting behavior). Beberapa studi yang dilakukan
menunjukkan bahwa kampanye pemilu melaui aktivitas pengiklanan dan
debat publik di televisi meningkatkan partisipasi pemilih. Kampanye pemilu
diungkapkan hanya berdampak kecil, kalau tidak mau dibilang tidak
berdampak, terhadap perilaku pemilih. Gelman dan King dan Bartels (1993)
sebagaimana yang dikutip dari Firmansyah (2007:268) menunjukkan bahwa
preferenss pemilih terhadap kontestan telah ada jauh-jauh hari sebelum
kampanye pemilu dimulai. Sehingga siapa yang akan memenangkan pemilu
dapat dengan mudah ditentukan sebelum pemilu dilaksanakan. Hal ini juga
menunjukkan bahwa masyarakat melihat layak atau tidaknya suatu kandidat
tidak hanya terbatas pada kampanye pemilu, melainkan berdasarkan reputas

masa lalu pula.
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Tabedl. 4
Kampanye Pemilu dan Kampanye Politik
Kampanye Pemilu Kampanye Poalitik
Jangka dan batas waktu Periodik dan tertentu Jangka panjang dan terus
menerus
Tujuan Menggiring pemilih kebilik | Image politik
suara
Strategi Memobilisasi daan berburu | Membangun dan
pendukung Push- Marketing | membentuk reputasi
politik Pull Marketing
Komunikasi Politik Satu arah dan penekanan | Interaksi dan mencari

kepada janji dan harapan | pemahaman beserta solusi
politik kalau menang pemilu | yang dihadapi masyarakat

Sifat hubungan antara | Pragmatis/transaks Hubungan relasional
kandidat dan pemilih
Produk Politik Janji dan harapan politik | Pengungkapan masalah
figur kandidat dan program | dan solusi. ldeologi dan
kerja sistem nilai yang
melandasi tujuan partai
Sifat program kerja Market oriented dan | Konsisten dengan sistem

berubah-ubah setiap pemilu | nilai partai
Retensi memori kolektif Cenderung mudah hilang Tidak mudah hilang
dalam ingatan kolektif

Sifat kampanye Jelas, terukur dan dapat | Bersifat laten, bersikap
dirasakan langsung aktivitas | kritis dan bersifat menarik
fisiknya simpati masyarakat

Sumber : Firmansyah, 2007 dalam buku Marketing Politik (Antara pemahaman dan
realitas)

C. Tinjauan Tentang Persepsi Politik
Pengertian persepsi telah dikemukakan oleh banyak ahli dengan pandangan
yang berbeda. Persepsi bersifat individual, karena setiap individual
memberikan arti tertentu terhadap rangsangan atau stimulasi  dari
lingkungannya, maka individu yang berbeda akan melihat hal yang sama
dengan cara yang berbeda. Dengan kata lain, persepsi merupakan bentuk pola
pikir seseorang dalam memahami suatu objek tertentu yang bersifat subyektif.
Selanjutnya masalah persepsi ini diuraikan secara terinci. Menurut Effendy
(2005:135) mengenai “Persepsi sebagal proses dimana kita jadi sadar akan
objek atau peristiwa dalam lingkungan melalui ragam indera kita seperti

penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan dan penjamahan”. Namun
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demikian, karena perseps tentang peristiwa atau objek tersebut tergantung
pada suatu ruang dan waktu, maka persepsi merupakan awal dalam pemikiran
sistem informasi yang mengandung nilai informasi yang sangat subyektif dan

situasional.

Menurut IThalauw (2005:87) menyebutkan bahwa “Persepsi adalah cara orang
memandang dunia ini. Dari defenis yang umum ini dapat dilihat bahwa
perseps seseorang akan berbeda dari yang lain, masyarakat dapat
membentuk persepsi yang serupa antar warga kelompok masyarakat tertentu”.
Proses perubahan perseps disebabkan oleh proses feal atau fisikologik
dari sistem syaraf pada indera manusia, jika suatu stimulus tidak mengalami
perubahan-perubahan misalnya, maka akan terjadi adaptasi dan habituasi yaitu

respon terhadap stimulus itu makin lama makin lemah.

Selain secara implisit sudah tampak dalam definisi tersebut, argumentasi ini
menurut kamus bahasa Indonesia (2005:288) “Persepsi didefinisikan sebagai
tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu, atau merupakan proses
seseorang mengetahui beberapa ha melalui panca inderanya”. Rahmat dan
Prasetio dalam Tangkilisan (2005:288) mengartikan bahwa “Perseps
merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, hubungan-hubungan yang
diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan”. Semua
ilmu sosial mempelgari manusia sebaga anggota kelompok. Timbulnya
kelompok-kelompok itu ialah karena dua sifat manusia yang bertentangan satu
sama lainnya, disatu pihak dia ingin bekerja sama, dipihak lain dia cenderung

bersaing dengan sesama manusia.



Menurut Rahmat (2004:51) “Persepsi adalah pengalaman tentang objek,
peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan
informasi dan menafsirkan pesan”. Persepsi memberikan makna pada stimulus
inderawi, jadi hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas, sensas
adalah bagian dari persepsi. Ada beberapa sub proses di dalam persepsi, dan
yang dapat dipergunakan sebagai bukti bahwa sifat perseps itu merupakan hal
yang komplek dan interaktif, sub proses pertama yang dianggap penting
idlah stimulus atau situasi yang hadir. Mula-mula terjadinya perseps diawali
ketika seseorang dihadapkan dengan situasi atau stimulus, situasi tersebut bisa
berupa penginderaan dekat dan langsung atau berupa bentuk lingkungan sosio
kultur dan fisik yang menyeluruh. Setelah mendapat stimulus, pada tahap
selanjutnya terjadi seleksi yang berinteraksi dengan “interpretation”, begitu

juga berinteraksi dengan “closure”.

Proses seleksi terjadi pada saat seseorang memperoleh informasi, maka akan
berlangsung proses penyeleksian pesan tentang mana pesan yang
dianggap penting dan tidak penting. Proses closure terjadi ketika hasil seleksi
tersebut akan disusun menjadi satu kesatuan yang berurutan dan bermakna,
sedangkan interpretasi berlangsung ketika yang bersangkutan memberi
tafsiran atau makna terhadap informas tersebut secara menyeluruh. Dalam
proses pembentukan persepsi Thoha (2007:127-128) ada beberapa tahap:

“Pertama yang dianggap penting adalah stimulus atau situasi yang hadir;
kedua adanya registrasi yang menunjukkan mekanisme penginderaan dan
sistem syaraf dalam mendengar dan melihat yang selanjutnya terdaftar dalam
fikiran. Proses ketiga adalah interpretas daftar masukan dengan
menggunakan aspek kognitif. Proses interpretasi ini tergantung pada cara

pendalaman (learning) seseorang, motivasi dan kepribadian seseorang
interpretasi terhadap sesuatu informasi yang sama akan berbeda untuk setiap
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orangnya sehingga tahap ketiga ini menjadi penting dalam memahami
persepsi. Selanjutnya proses umpan balik (feed back) dari peristiwa maupun
objek”.

Menurut Robbins (2001:88) “Persepsi adalah suatu proses dengan mana
individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar
memberi makna kepada lingkungan mereka”. Perbedaan dalam
mempersepsikan suatu benda yang sama secara berbeda dipengaruhi oleh
pelaku persepsi yaitu penafsiran yang sangat dipengaruhi oleh karakteristik
pribadi pelaku seperti sikap, minat dan motif. Proses pemaknaan yang bersifat
fisikologis sangat dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan dan lingkungan
sosia secara umum. Selanjutnya Robbins (2001:169) mengatakan “Persepsi
adalah proses yang digunakan oleh individu untuk mengelola dan
menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada
lingkungan mereka, meski demikian apa yang dipersepsikan seseorang dapat

berbeda dari kenyataan objektif”.

Menurut Rahmat (2004:42) persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor dan
faktor-faktor personal yang mempengaruhi persepsi tersebut adalah:

a. Pengadaman
Apa yang dialami oleh perseptor. Pengalaman ini biasa diperoleh melaui
berbaga jalan, diantaranya melalui proses belgjar, selain melalui proses
rangkaian peristiwa yang pernah dialami seseorang, baik peristiwa buruk
maupun baik.

b. Motivas
Seseorang hanya akan mendengar apa yang ia mau dengar, seseorang mau
melakukan sesuatu jika itu berguna bagi dirinya, oleh karena setiap orang
mempunyai  kepentingan dan keperluan yang berbeda antara yang satu
dengan yang lainnya.

c. Pengetahuan
Pengetahuan seseorang diperlukan untuk suatu kecerdasan perseps.
Perseps ini bisa diukur melaui tingkat pendidikan tinggi dengan
sendirinya tingkat pengetahuannya pun menjadi luas.
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Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut, maka batasan pengertian dalam
penyusunan ini adalah suatu proses penafsiran seseorang terhadap suatu obyek
tertentu melalui panca indera, yang dilakukan dalam batasan-batasan
kesadaran tertentu dan berdasarkan pada suatu pengalaman yang pernah
dirasakan. Adapun kata politik secara etimologis bersal dari kata Yunani pilis
yang dapat berarti Kota atau Negara Kota. Dari kata polis ini kemudian
diturunkan kata-kata lain seperti “polities’ (warga Negara) dan “politicos’
nama sifat yang berarti kewarganegaraan (civic), kemudian orang Romawi
mengambil oper perkataan Yunani itu dan menamakan pengetahuan tentang
Negara (pemerintah) “ars politica” artinya kemahiran tentang masalah-

masal ah kenegaraan.

Selanjutnya Rahmat (2004:42) Adapun faktor-faktor yang mempengarunhi
pengembangan persepsi seseorang, antaralain:

a. Pskologi
Persepsi seseorang mengenal segala sesuatu dialami dunia ini sangat
dipengaruhi oleh keadaan psikologi, yang indah, tentram, akan dirasakan
sebagal bayang-bayang kelabu bagi seseorang yang buta warna.

b. Keuarga
Pengaruh yang paling besar terhadap anak-anak adalah keluarganya.
Orang tua yang telah mengembangkan suatu cara yang khusus di dalam
memahami dan melihat kenyataan di duniaini, banyak sikap dan persepsi-
persepsi mereka yang diturunkan kepada anak-anaknya.

c. Kebudayaan
Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu juga merupakan salah
satu faktor yang kuat di dalam mempengaruhi sikap, nilai, dan cara
seseorang memandang dan memahami keadaan duniaini.

Menurut Winardi (2006:42) adalah “Persepsi merupakan proses kognitif,
dimana seseorang individu memberikan arti pada lingkungan”. Menurut

Mulyana (2000:162) “Persepsi adalah internal yang memungkinkan kita
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memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita
dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita”. Mulyana (2000:104) yang
menyatakan bahwa “Kemampuan daya persepsi dimiliki oleh manusia guna
menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan”. Oleh karenaitu dengan
adanya persepsi akan mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap
a. Perhatian masyarakat terhadap sistem politik yang sedang berjalan.
b. Perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan demokrasi pancasila.
c. Persepsi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk

memecahkan masalah yang dihadapi rakyat.
d. Perhatian masyarakat terhadap kualitas tokoh politik.

e. Perhatian masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan pemerintahan.

Perseps politik yang dimaksud adalah sebagai pemahaman (respon)
masyarakat, dalam hal ini, pemuda terhadap objek atau kegadian yang ada
disekelilingnya yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksterna. Relevansi
proposis tersebut apabila dikaitkan dengan permasalahan ini adalah bahwa
masyarakat dirangsang oleh suatu masukan tertentu yaitu, masalah politik dan
kemudian masyarakat dirangsang oleh suatu masukan tertentu yaitu, masalah
politik dan kemudian masyarakat berespon terhadap masalah politik tersebut.
Sehingga menghasilkan kategori yang tepat pada rangsangan tersebut dan
kemudian terjadi proses pengambilan keputusan tentang objek yang
dicermatinya. Dari perseps masyarakat tentang politik diartikan sebagal
pemahaman dan tanggapan (respon) masyarakat terhadap sistem politik yang

sedang berjalan yang dipengaruhi oleh faktor interna dan eksternal.
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Berdasarkan pengertian persepsi yang sudah diuraikan di atas maka persepsi
dapat diartikan sebagai pendapat, pandangan atau anggapan masyarakat
terhadap suatu objek, dalam hal ini mengena parta politik. Perseps
masyarakat terhadap suatu objek dapat berupa persepsi positif dan persepsi
negatif terhadap partai politik. Persepsi positif berarti pandangan atau
pendapat masyarakat yang baik terhadap partai politik, sedang perseps negatif
berarti pandangan atau pendapat masyarakat yang negatif terhadap partai
politik. Partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-
anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan
kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut
kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan

kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka”, (Budiarjo,2008:160-161)

. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum

Menurut Reynolds (2001:50) adalah metode yang di dalamnya suara-suara
yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang
dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Pemilihan
umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang
benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan
Negara. Pasal 1 UU No. 10 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Pemilihan
Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan
rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Di sisi yang lain menurut arti bahasa yang diambil dari website wikipedia
Indonesia, pengertian dari Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses di
mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik
tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka-ragam, mulai dari Presiden,
wakil rakyat di pelbagai tingkat pemerintahan, sampai Kepala Desa. Pada
konteks yang lebih luas, pemilu dapat juga berarti proses mengis jabatan-
jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata
“pemilihan” lebih sering digunakan. Dalam pemilu, para pemilih dalam
pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta pemilu
menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye.
Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari
pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan
dimulai. Pemenang pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan
pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta,

dan disosialisasikan ke para pemilih.

Dari kedua pengertian pemilu di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemilu
merupakan suatu sarana atau cara yang dapat digunakan untuk mewujudkan
kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat dalam pemilu itu sendiri merupakan hak
istimewa yang diperoleh oleh rakyat untuk menentukan para wakilnya yang

dapat duduk di pemerintahan.

Sesual dengan pengertian dari demokrasi itu sendiri, bahwasannya melalui
pemilu ini rakyatlah yang berdaulat di suatu Negara yang memilih wakilnya

untuk duduk di parlemen, para wakilnya ini juga berasal dari rakyat dan misi
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dari wakil rakyat ini adalah mengelola Negara untuk mensejahterakan rakyat
yang bernaung di dalam Negara tersebut, sehingga segjalan dengan arti
demokrasi yang berbunyi demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh
rakyat dan untuk rakyat. Masih menurut pengertian dari demokrasi tadi yang
dihubungkan dengan pemilu sebagai suatu cara untuk menegakan demokrasi,
dari sinilah banyak para ahli yang menyatakan bahwa pemilu yang berjalan
dalam suatu Negara merupakan inti dari demokrasi.
1. Sistem Pemilihan Kepala Daerah Langsung
Menurut Easton dalam Prihatmoko (2005:200) Dalam perspektif teoretis,
dapat dijelaskan bahwa pemilihan Kepala Daerah (pilkada) merupakan
suatu sistem yang selalu memiliki sekurangnya tiga sifat. Ketiga sifat
tersebut adalah (1) terdiri dari banyak bagian-bagian; (2) bagian-bagian itu
saling berinteraksi dan saling tergantung; (3) mempunyai perbatasan
(boundaries) yang memisahkannya dari lingkungannya yang juga terdiri
dari sistem-sistem lain. Sistem pilkada langsung mempunya bagian-
bagian yang merupakan sistem sekunder (secondary system) atau sub-sub
sistem (subsystems). Bagian-bagian tersebut adalah electoral regulation,

electoral process, dan electoral law enforcement.

Mekanisme, prosedur dan tata cara dalam pilkada langsung merupakan
dimensi electoral regulation, yaitu segala ketentuan atau aturan mengenai
pilkada langsung yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman
bagi penyelenggara, calon dan pemilih daam menunaikan peran dan
fungsi masing-masing. Secara teknis parameter mekanisme, prosedur dan

tata cara dalam sistem adalah terukur (measurable). Sistem pilkada
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langsung merupakan sekumpulan unsur yang melakukan kegiatan atau
menyusun skema atau tata cara melakukan proses untuk memilih Kepala
Daerah. Adapun dalam perspektif praktis, pilkada merupakan rekrutmen
politik, yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan
diri sebagai Kepala Daerah yang nilainya equivalen dengan pemilihan
anggota DPRD. Equivalens tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang

sgjgjar antara Kepala Daerah dan DPRD.

Aktor utama sistem pilkada adalah rakyat, partai politik, dan calon Kepaa
Daerah. Ketiga aktor tersebut terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan
sebagal berikut: (1) pendaftaran pemilih; (2) pendaftaran calon; (3)
penetapan calon; (4) kampanye; (5) pemungutan dan penghitungan suarg;
dan (6) penetapan calon terpilih. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya
disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan
Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara

langsung dan demokratis.

. Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Langsung
Pilkada berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015,
pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan vyaitu tahapan

persiapan dan tahapan penyel enggaraan.

Tahapan persigpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 meliputi:
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Perencanaan program dan anggaran.

Penyusunan peraturan penyel enggaraan Pemilihan.

Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan
jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan.

Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS.

Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan
Pengawas TPS;

Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; dan

Penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih.

Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 meliputi:

a

b.

pendaftaran bakal Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota;
Uji Publik.

Pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon
Walikota.

Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota.
Penelitian persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon
Walikota.

Penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota.
Pelaksanaan Kampanye;

Pel aksanaan pemungutan suara;

Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
Penetapan calon terpilih;

Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
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|.  Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun sebagai landasan penelitian yaitu
untuk menguji teori mengenal partisipasi politik masyarakat Desa yang
dikemukakan oleh MacAndrew seperti dikutip oleh Mas’oed (2001:40-50),
bahwa terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah
Partisipas lebih luas dalam proses politik, yaitu kelas yang menyangkut
perorangan dengan status sosial, pendapatan pekerjaan yang sama, Kelompok
merupakan perorangan yang meliputi ras, agama, bahasa, atau etnisitas
yang sama dan Golongan, dengan perorangan yang akan dipersatukan oleh
interaksi yang akan terus menerus atau intens dan salah satu manivestasinya

adalah pengel ompokan patron-klien.

Pembentukan pemerintah yang didasarkan pada partai politik seringkali
menciptakan harapan yang tersebar luas bahwa orang dalam menjaankan
kekuasaan politik bukan karena kelahiran melainkan berkat kemahiran
politik ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi seseorang ataupun
masyarakat dalam mengambil keputusan dalam pemilihan umum yang
mempengaruhi partisipasi politik yaitu :

a. Pendidikan, pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan
pengetahuan umum seseorang termasuk didalamnya dengan peningkatan
penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan yang
menyangkut kegiatan mencapai tujuan. Olah karena itu pendidikan tinggi

dapat memberikan informasi tentang politik dan persoalan-persoalan
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politik dapat juga dengan mengembangkan kecakapan dalam menganalisa
menciptakan minat dan kemampuan dalam berpolitik.

Perbedaan jenis kelamin, perbedaan jenis kelamin dan status sosial
ekonomi juga dengan mempengaruhi keaktifan seseorang dalam
berpartisipasi politik, bahwa kemajuan sosial ekonomi suatu negara dapat
mendorong tingginya tingkat partisipas rakyat. Partisipasi itu juga
berhubungan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, sehingga apa
yang dilakukan oleh rakyat dalam partisipasi politiknya dengan
menunjukan dergjat kepentingan mereka.

Aktifitas kampanye, pada umumnya kampanye-kampanye politik
hanya dapat mencapa pengikut setiap partai, dengan memperkuat
komitmen mereka untuk memberikan suara. Dengan demikian yang
menjadi persoalan dalam kaitannya dengan tingkatdan bentuk partisipasi

politik masyarakat adalah terletak dalam kedudukan partisipasi tersebut.

Perilaku memilih atau voting behavior dalam pemilu adalah respons

psikologis dan emosional yang diwujudkan dalam bentuk tindakan politik

mendukung suatu partai politik atau kandidat dengan cara mencoblos surat

Suara.
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